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ABSTRAK

Isu seputar pelanggaran data pribadi semakin gencar disuarakan masyarakat,
beberapa kasus yang sering muncul ialah terkait dengan bocornya data pribadi
seseorang yang pada akhirnya akan berujung kepada penipuan, tindakan kriminal,
pornografi dan lain sebagainya. Dalam regulasi di Indonesia, terdapat beberapa
pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun peraturan
tersebut tidak dapat berbuat banyak karena masih bersifat general dan terkesan
terpecah pecah karena terdapat di beberapa sektor aturan. Hal tersebut membuat
kurang efektifnya setiap aturan-aturan yang sudah ada untuk menangani kasus-
kasus perlindungan data pribadi. Upaya pemerintah untuk menanggulangi
kejahatan tersebut dengan membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi. Skripsi ini mengkaji tentang RUU Perlindungan Data Pribadi yang
dianalisis menggunakan maslahah dan siyasah dusturiyah.

Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research) yang menekankan pada
perolehan data yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan
dan lain sebagainya. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data penelitian yang
dihimpun melalui pembacaan teks yang selanjutnya dideskripsikan dan dianalisa
menggunakan teori Maslahah dan siyasah dusturiyah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sejalan
dengan prinsip yang ada pada syariat Islam. Dari sisi maslahah Perlindungan Data
pribadi termasuk kedalam munasib mu’tasir, dan juga maslahah daharuriyah
kategori perlindungan kehormatan diri (hifzh al-irdh). Ditinjau dari segi siyasah
dusturiyah adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai
bentuk upaya perlindungan data pribadi yang dilakukan pemerintah guna
mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya.

Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Maslahah,
Siyasah Dusturiyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987

dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< ba* B Be

< ta“ T Te

& §a" S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

C zZa" + Za (dengan titik di bawah)
c kha* Kh ka dan ha

> Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J T R Er

3 Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
% ?ad ? es (dengan titik di bawah)
0P Dad de (dengan titik di bawah)
b ta" T te (dengan titik di bawah)
b a zet (dengan titik dibawah)
¢ ,,ain " koma terbalik (di atas)
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¢ Gain G ge dan ha

o fa” F Ef

S Qéf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

O N{n N En
Waw( W We

2 ha* H Ha

3 Hamzah « Apostrof

< ya" Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b kebawah j

J5 Ditulis Nazzala
S Ditulis Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

e Ditulis Hikmah

£ Ditulis  illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya
kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ,,al” serta bacaan kedua itu terpisah

maka ditulis dengan h.




° ;L% ;%E‘v&\;i

Ditulis

Karamah al-auliya*“

3. Bila ta™ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan

dammahditulis t atau h.

Mo&) Ditulis Zakah al-figri
D. Vokal
Fathah D?tUI?S A
J*’ Ditulis Fa“ala
, Kasrah Ditulis I
. Ditulis Zukira
g ditulis U
Lk, pamma ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
Wi Ditulis Fala
Fathah + ya® mati Ditulis A
g Ditulis Tansa
Kasrah + ya“ mati Ditulis I
Lokt Ditulis Tafshil
D/ammah + wawu mati Ditulis U
3:2(’ Ditulis sl




F. Vokal Rangkap

Fathah + ya* mati Ditulis Ai
JJJU Ditulis az-zuhaili

Fathah + wawu mati Ditulis Au
| Ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof
A1 Ditulis A" antum
et Ditulis Uiddat
a0 Ditulis La"in syakartum
¢

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

46"’

Sﬁ}gj’\ Ditulis Al-Qur“an
. sl Ditulis Al-Qiyas
G| Qly

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el)

nya.
KPR Ditulis As-Sama "
:}ﬁg Ditulis Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Xi




Ditulis menurut penulisnya.

Syl Ditulis Za al-fur d
w}ﬂ Ditulis Ahl as-sunnah

J.  Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur “an
K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis,
lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-
kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh

Jinayah dan sebagainya.
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C.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad SyukuriSoleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab

misalnya Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma“arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Diciptakannya sebuah aturan yakni untuk mengatur segala
permasalahan yang terjadi di negara ini, salah satu isu yang menarik untuk
dibahas oleh penulis ialah isu terkait perlindungan data pribadi. Isu ini
semakin mencuat seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang
menggunakan telepon seluler dan internet.

Sebagai bentuk Inovasi masa kini, teknologi informasi telah mampu
melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan
data. Dari aktivitas tersebut mengakibatkan berbagai sektor kehidupan yang
memanfaatkan sistem teknologi infomasi, seperti penyelenggaraan dalam
sektor perdagangan/bisnis terdapat electronic commerce (e-commerce),
dalam bidang pendidikan electronic education (e-education), dalam bidang
kesehatan electronic health (e-health), dalam bidang pemerintahan
electronic government (e-government), search engines, social networks,
smartphone dan mobile internet serta perkembangan industry komputasi
awan atau cloud computing.*

Beberapa kasus yang sering muncul, terutama yang memiliki
keterkaitan dangan kebocoran data pribadi seseorang dan berakhir kepada

aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, semakin menguatkan wacana

! Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam
suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan). Saat ini, beberapa perusahaan
teknologi informasi dan komunikasi terkemuka mengeluarkan aplikasi dalam menyediakana ruang
penyimpanan data pengguna seperti Evernote, Dropbox, Google Drive, Sky Drive, Youtube,Scribd,
iCloud, dan lain sebagainnya.



tentang pentingnya pembuatan aturan hukum yang mengatur tentang
perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi memiliki hubungan erat dengan konsep
privasi. Konsep privasi sendiri ialah gagasan untuk menjaga intregitas dan
martabat pribadi.? Secara umum pengertian perlindungan data pribadi dapat
mengacu kepada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang
diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa
subjek data tetap mengendalikan informasinya. Secara singkatnya, para
pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa
informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk keperluan apa, untuk
berapa lama dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini dIl.

Kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi di Indonesia
sendiri masih sangat rendah, masyarakat Indonesia dengan sangat mudah
menceritakan kepada orang lain, dimana mereka tinggal, kapan tanggal
kelahirannya, serta hubungan kekerabatannya. Selain itu sudah umum
dilakukan di Indonesia untuk menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
maupun identitas lainnya yang mana di dalamnya terdapat data pribadi
seseorang kepada pihak ketiga. Dalam konteks kekinian para pengguna
sosial media di Indonesia, umumnya secara terang terangan menyantumkan
tempat tinggal asli (alamat rumah) tanggal lahir, dan juga hubungan

kekerabatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih besarnya problem

2 Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-
Beberapa Penjelasan Kunci, (Jakarta: Elsam, 2014), him. 2

3 Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi
untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia,” No.4, Th. Ke-48 (Desember 2018), him. 4



kesadaran individu untuk melindungi privasi atau data pribadi sebagai
property pribadi.* Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi
yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara
dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi
setiap masyarakat.® Selain itu juga diperlukannya aturan yang komperhensif
(dalam satu undang-undang) tentang perlindungan data pribadi.

Dalam regulasi di Indonesia, perlindungan data pribadi sejatinya
sudah ada, ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindugan data
pribadi masih bersifat parsial dan sektoral. Regulasi yang membahas
perlindungan data pribadi belum diatur secara spesifik di dalam satu
undang-undang namun terdapat dalam beberapa pasal yang tersebar di
dalam Dbeberapa undang-undang yang mencantumkan singgungan-
singgungan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Beberapa
regulasi yang mengatur terkait perlindungan data pribadi terdapat pada a)
pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekusaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”, b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sembagaimana telah diubah dalam

4 Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan
Kebutuhan Pembaruan,” Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan
Hukum dalam Era Analisis Big Data”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, him 6

5 Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan
Malaysia,” Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.2 (Desember 2019), hlm. 221



Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE sendiri
memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan
menggunakan sistem elektronik yang tercantum di dalam Pasal 26 ayat (1),
(2) dan (3), c) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 18/2012), d)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkoinfo
20/2016) e) Surat Edaran OJK No. 014/SEOJK.07/2014 tentang
Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen (SEOJK
014/2014).°

Selain beberapa regulasi di atas, masih banyak regulasi sektoral lain
yang menyinggung terkait perlindungan data pribadi. Karena regulasi yang
mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi ini tidak komperhensif (dalam
satu undang-undang), sehingga belum bisa memberikan perlindungan yang
optimal terhadap masyarakat dan belum efektif terhadap perlindungan data
pribadi.

Kasus yang terjadi baru-baru ini ialah, peretasan terhadap aplikasi
Peduli Lindungi, Peduli Lindungi merupakan bentuk kebijakan pemerintah
dalam konteks penanggulangan Covid-19 yang memanfaatkan teknologi
informasi, dalam tataran praktisnya aplikasi Peduli Lindungi

mengumpulkan data yang telah diinput satgas penanggulangan Covid-19

6 Siti Yuniarti,”Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia,” Jurnal BECOSS
(Business, Economic, Comunication, and Social Sciences), Vol.1:1 (September 2019), him. 153.



dari berbagai daerah sehingga menciptakan sistem informasi terpadu yang
berlaku secara nasional. Isu yang terjadi terhadap aplikasi Peduli Lindungi
ini ialah beredarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden, yang
mana di dalam sertifikat tersebut tedapat 16 digit Nomor Induk
Kependudukan (NIK), tanggal dilakukannya vaksin serta jenis vaksin yang
diberikan. Dari pihak kemenkes menyatakan bahwa NIK tersebut bukan
berasal dari sistem Peduli Lindungi, namun informasi tersebut lebih dulu
ada di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).”

Dari kasus diatas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi
masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi serta
menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu di dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025 juga telah ditentukan bahwa untuk mewujudkan
bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait
dengan privasi.®

Latar belakang diatas menjadikan penulis tertarik untuk memilih
judul penelitian skripsi “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi Perspektif Maslahah”

7 CNBC Indonesia, “Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Ini Hasil Investigasinya,”
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210903181801-37-273563/sertifikat-vaksin-jokowi-bocor-
ini-hasil-investigasinya diakses 13 januari 2022

8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, him 108.
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https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210903181801-37-273563/sertifikat-vaksin-jokowi-bocor-ini-hasil-investigasinya

B. Rumusan Masalah
Dengan mempertimbangkan latar belakang dan batasan masalah yang
telah diuaraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian dengan
susunan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis Maslahah terhadap Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi dalam analisis Maslahah.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi dalam analisis Siyasah
Dusturiyah.
2. Kegunaan
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
secara akademis bagi pengembangan keilmuan dan sebagai

salah satu referensi keilmuan di bidang hukum Indonesia



terutama dibidang Hukum Tata Negara yang berkaitan
dengan Perspektif Hukum Islam terhadap Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah
satu pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan
mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas
wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan
penyelesaian studi di jurusan Hukum Tata Negara pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistemasis mengenai hasil
penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti,
dan memiliki keterkaitan dengan tema yang akan peneliti lakukan. Dalam
penelitian telaah pustaka sangatlah penting guna untuk menghindari
kesamaan penelitian dan membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah
dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Dalam
penelitian ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang
Perlindungan data Pribadi yaitu:
Pertama, skripsi karya Sulham Akbar Hidayat pada Universitas
Hasanuddin tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pencurian Data

Pribadi di Online Shop Menggunakan Malware ““. Skripsi ini membahas



tentang analisis kualifikasi tindak pidana pencurian data menurut hukum
pidana dan peranan hukum pidana materiil terhadap pelaku pencurian data
pribadi online

Kedua, skripsi karya Susisanti pada Institut Agama Islam Negeri
Palopo tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Pengguna
Dompet Digital OVO Dalam Persperktif Hukum Islam”. Skripsi ini
membahas tentang sistem penggunaan dompet digital OVO, Perlindungan
data pribadi para pengguna dompet digital OVO, dan analisis hukum islam
terhadap perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO.

Ketiga, Skripsi karya Rima Melati pada Universitas Sriwijaya tahun
2021 dengan judul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di
Indonesia Dalam Upaya Memperkuat Hak-Hak Sipil Masyarakat Ditinjau
dari Internasional Convenant On Civil And Political Right (ICCPR)”.
Skripsi ini membahas tentang pentingnya undang-undang perlindungan data
di Indonesia untuk mengatur hak-hak sipil masyarakat.

Keempat, jurnal karya Parida Anggraini yang berjudul
“Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-
Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Jurnal tersebut
membahas tentang keseuaian undang-undang yang berlaku dengan hukum
Islam tentang data pribadi dalam transaksi e-commerce

Kelima, jurnal karya Setyawati Fitri Anggraeni yang berjudul
“Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk

Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”. Jurnal tersebut



membahas tentang kerangka hukum data pribadi dan perlindungannya di
Indonesia, serta meninjau regulasi yang berlaku di Singapura dan Uni Eropa
untuk melakukan reformasi hukum.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas terdapat
beberapa penelitian dengan tema yang sama namun berbeda dengan
penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya seperti
yang telah disebutkan di atas adalah sama-sama membahas mengenai
Perlindungan Data Pribadi, sedangkan perbedaanya ialah mengenai tinjauan
dan fokusnya. Penelitiannya ini menggunakan pendekatan teori Maslahah
dan Siyasah Dusturiyah dalam meninjau Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan,
menginterprestasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang
dijumpai dari hasil penelitian.® Dalam hubungannya dengan penelitian
skripsi ini, teori yang akan digunakan peneliti yakni menggunakan dua
kerangka teoritik, yaitu sebagaimana berikut:

1. Teori Maslahah

Menurut bahasa kata Maslahah berasal dari bahasa Arab yang berarti

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemafaatan dan menolak

kerusakan.’® Adapun pengertian Maslahah dalam Bahasa Arab berarti

SAbudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
him.184-185.

10 Munawir Kholil, Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah, (Semarang:Bulan Bintang,
1955), him. 43
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perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti umum
adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti
menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau
kemafaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan
seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang
mengandung manfaat patut disebut Maslahah.*

Menurut Al Ghozali dalam kitab al-Mustasyfa, pada dasarnya
Maslahah adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak
mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat
dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan
makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang
kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’/hukum
Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan
kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya
memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahah, dan setiap yang
menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya
disebut maslahah.”

Menurut Abdul Wahab Khallaf, sesuatu yang dianggap maslahah
namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak

pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang

324

1 Syariffudin Amir, Ushul Figh, cet I jilid 11, (Jakarta:Logos Wacana limu, 1999), him.
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menolaknya”?. Menurut Asy-Syaukani dalam kitab Irsydd al-Fuhiil,
Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau
memperhitungkannya,”®
Dari beberapa rumusan diatas, dapat dirumuskan bahwa maslahah
adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat
mewujudkan suatu kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi
manusia dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum;
Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’
tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga
tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.
2. Teori Siyasah Dusturiyyah
Siyasah secara bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur,
mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,
pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-
Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
membawa kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk
mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam
negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan.
Sedangkan kata dusturiyyah berasal dari bahasa Persia yang berarti
Dusturiyah. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik

dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya,

2 Musnad Razin, Ushul Figih 1 (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), him. 125
13 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus IImu Ushul Figih, (Jakarta: Hamzah,
2005), him. 204.
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kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka
agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam
bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas
dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah
yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota
masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi)
maupun yang tertulis (kostitusi). *
F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan
konsistensis. Metodologis yang berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.
Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan sistem, konsistensis
adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka
tertentu.’>Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini ialah Studi kepustakaan (Library research).
Kegiatan penyusunan penelitian ini dengan cara membaca dan mempelajari
sejumlah buku, literature, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan
kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan

14 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajatan Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994), him. 21.
15 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul Press, 2010) him. 2-3.
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dengan cara menelaah bahan pustaka baik primer maupun sekunder.®
Dalam hal ini ialah untuk mencari data tentang masalah regulasi khusus
mengenai perlindungan data pribadi.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan
dan menganalisis tentang undang-undang perlindungan data pribadi
menurut Maslahah serta mendiskripsikan dan menganalis rancangan
undang-undang perlindungan data pribadi menurut siyasah dusturiyah.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif yaitu dengan
memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan perlindungan data
pribadi secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang
mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada Peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan tema penelitian, untuk kemudian dianalisis
menggunakan teori hukum Islam guna memperoleh hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan.
4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber primer dan
sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam
penelitian, yang dimaksud dalam sumber primer dalam penelitian ini adalah

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disampaikan

16 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) him 13.
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oleh Presiden kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI) melalui surat nomor R-05/Pres/01/2020 pada tanggal 24 Januari
2020%". Sumber sekunder merupakan penunjang dari sumber primer. Dalam
penelitian ini yang menjadi sumber sekunder ialah tulisan-tulisan ilmiah,
buku, jurnal, artikel dan lain lain yang mendukung penelitian ini.
5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap
penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan pemilahan data yang telah
diperoleh. Penganalisaan data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk
mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan
pekerjaan analisis data kontruksi. Dalam penelotian ini teknis analisis
dengan membahas suatu informasi tertulis dari bentuk komunikasi
berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini pasal pasal yang ada di dalam
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dikualifikasikan
sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan
pandangan maslahah dan siyasah dusturiyah terhadap Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Maslahah” sitematika yang

digunakan dan tersusun ialah sebagai berikut:

17 Johnny G. Plate, “Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang
Tentang Perlindungan Data Pribadi” disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi | DRP RI,
Jakarta, 25 Februari 2020, him 1.



15

Bab pertama, dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yang
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian
yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, dalam bab ini akan dipaparkan tentang landasan teori
yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian
ini,yakni dengan menggunakan teori Maslahah dan teori Siyasah
Dusturiyah dalam.

Bab Ketiga, dalam bab ini menjelaskan tentang uraian tekait
pengaturan perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan
dan jumlah kasus tentang pelanggaran perlindungan data pribadi.

Bab keempat, dalam bab ini berisi analisis permasalahan mengacu
pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan

atas penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa:

1. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat
dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia, karena subtansinya yang
mengatur tentang hukuman bagi para pelaku pelanggaran perlindungan
data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi serta kewajiban bagi
pengendali dan Prosesor data pribadi. Beberapa urgensi dari RUU
Perlindungan Data Pribadi ini ialah yang pertama untuk menjamin hak
privasi data pribadi masyarakat Indonesia, yang mana dewasa ini sudah
sering diusik oleh kecerobohan para pemangku kepentingan. Yang
kedua yaitu guna untuk mengendalikan kasus perlindungan data pribadi
yang mana undang-undang atau peraturan lainnya hanya mengatur
secara umum terkait perlindungan data pribadi. Maka apabila hal ini
dipandang dari sisi maslahah perlindungan data pribadi termasuk
kedalam munasib mu tasir, dan juga maslahah daharuriyah kategori
perlindungan kehormatan diri (hifzh al-irdh). Adanya Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk upaya
perlindungan data pribadi yang dilakukan pemerintah guna

mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya.
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2. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
berdasarkan konsep siyasah dusturiyah merupakan kewenangan pemerintah
Indonesia yang terdiri dari DPR dan Presiden atau kepala negara. Dan juga
Rancanngan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip siyasah tasyri’iyah (kekuasaan legislatif) dalam
melakukan pembentukan dan penetapan suatu Undang-Undang.
Diciptakannya Rancangan Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya
pemerintah selaku pemegang kendali perlindungan data pribadi yang pada

dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis diatas, maka
peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan
bahan pertimbangan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi, sabagai berikut:

1. Pentingnya untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU
Perlindungan Data Pribadi guna untuk mengendalikan kasus terkait
perlindungan data pribadi, agar tidak semakin banyak terjadi kasus
kebocoran data.

2. Bagi pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik meskipun RUU
Perlidungan Data Pribadi belum disahkan menjadi Undang-Undang
mereka harus tetap kredibel dalam menjaga data pengguna sistem

elektronik dan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban serta tugas
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masing-masing yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan

yang telah ada.
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